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Tindak pidana contempt of court merupakan perbuatan penghinaan 
terhadap pengadilan yang dibedakan menjadi dua yaitu criminal contempt dan  
civil contempt. Di Indonesia sudah banyak kasus mengenai contempt of court akan 
tetapi belum terdapat pengaturan yang secara khusus  mengatur tentang tindak 
pidana tersebut. Sedangkan di India sudah terdapat pengaturan khususnya. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk Mengetahui pengaturan contempt of court 
dalam hukum positif di Indonesia. (2) Untuk mengetahui pengaturan contempt of 
court dalam hukum positif di India. (3) Untuk mengkaji perbandingan pengaturan 
contempt of court di Indonesia dan di India. 
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan 
normatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi pustaka dan dianalisis 
dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya 
pengaturan contempt of court di Indonesia dan di India terdapat beberapa 
persamaan. Perbedaannya adalah di Indonesia belum terdapat pengaturan secara 
khusus mengenai contemp of court sedangkan di India terdapat pengaturan secara 
khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 





















 Contempt of court crime is an act against a court violation that is divided 
into two, namely criminal contempt and civil contempt. In Indonesia, there have 
been many cases regarding contempt of court but there is no specific regulation 
regarding the crime. While in India there are already arrangements. This study 
aims: (1) To determine the contempt of court regulation in positive law in 
Indonesia. (2) To find out the contempt of court arrangement in positive law in 
India. (3) To examine the comparison of contempt of court arrangements in 
Indonesia and India. 
The type of this research is literature, the approach used in normative, the 
data collection technique is through literature study and analysis with qualitative 
methods.The results of this study indicate that based on contempt of court 
arrangements both in Indonesia and India there are several similarities. The 
difference is that in Indonesia there is no specific regulation regarding contempt 
of court while in India there is a specific regulation. Based on the results of this 
study, it is hoped that it will become information and input for students, 
academics, practitioners and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti 
university, Tegal. 

















“Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk 
menegakkan hukum bila tidak didukung oleh masyarakat” 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan dengan jelas dan tegas bahwa kekuasaan kehakiman 
adalah kekuasaan yang merdeka yang artinya terbebas mutlak dari segala 
bentuk pengaruh dan intervensi dari luar baik dari kekuasaan eksekutif, 
legeslatif, masyarakat dan pers maupun dari dalam Pengadilan itu sendiri 
terhadap penyelenggaraan peradilan. Hal ini termaktub didalam Undang-
Undang Dasar tahun 1945 bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 
ayat (1) yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan 
yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan dan ayat (2) 
berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan 
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan 




Penyelenggaraan proses peradilan oleh kekuasaan kehakiman 
rentan terhadap berbagai perbuatan yang dapat merendahkan institusi itu 
sendiri. Jenis perbuatan tersebut dapat berupa lisan, tertulis dan/atau 
perbuatan fisik yang kerap dilakukan terhadap pribadi dan/atau lembaga 
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pengadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2
 Hal inilah yang 
kemudian dikenal dengan perbuatan Contempt of Court. 
Tindak pidana Contempt of Court lahir di negara Inggris. Hal ini 
berkaitan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan yang sangat 
berpengaruh kuat di Inggris pada abad pertengahan. Pada masa itu semua 
orang harus tunduk pada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Raja 
merupakan sumber hukum dan keadilan ( the fountain of justice) dan ia 
mendelegasikan kekuasaannya dalam bidang hukum dan keadilan itu 
kepada hakim. Di bawah raja-raja Anglo Saxon, setiap kegagalan dari 
pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya akan dianggap sebagai 
suatu penghinaan terhadap raja. Kewibawaan raja itu melekat pula kepada 
pejabat-pejabat kerajaan termasuk hakim. Tindakan menghina pengadilan 
melalui hakim-hakimnya dapat pula dianggap menghina raja. Dengan 
demikian, Contempt of Court itu identik dengan contempt of the King.
3
 
Perbuatan Contempt of Court merupakan tindak pidana yang 
dilakukan baik secara aktif ataupun pasif yang bermaksud mencampuri 
atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang 
seharusnya (the due administration of justice), merendahkan kewibawaan 
dan martabat pengadilan atau menghalangi pejabat pengadilan di dalam 
menjalankan peradilan.
4
 Dalam Blacks Law Dictionary (kamus hukum), 
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Artaji, dkk., “Eksistensi Pranata Contempt Of Court Dalam Peradilan Di Indonesia”, Jurnal 
Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018, hlm. 3. 
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 Ida Keumala Jeumpa, “Contempt Of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem 
Hukum‖, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 62, Maret, 2014, hlm. 161. 
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Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, Contempt of Court di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 





disebutkan bahwa Contempt of Court adalah setiap perbuatan yang dapat 
dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi tugas Peradilan 
dari badan-badan Pengadilan, ataupun segala tindakan yang dapat 
mengurangi kewibawaannya atau martabatnya.
5
 
Persoalan Contempt of Court sejak lama menjadi diskusi menarik 
di kalangan hukum. Perbedaan pendapat berkenaan apa serta bagaimana 
sebetulnya Contempt of Court dan dapatkah bermacam perbuatan yang 
dinilai merendahkan Pengadilan termasuk hakimnya di Indonesia dapat 
diterapkan sebagai tindak pidana Contempt of Court. Permasalahannya 
adalah tidak disebutkan secara eksplisit mengenai tindak pidana ini di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dalam 
Perundang-undangan pidana lainnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan 
istilah Contempt of Court berasal dari sistem common law.
6
 
Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum civil law yang 
di dalam hukum positifnya tidak mengenal adanya tindak pidana Contempt 
of Court. Akan tetapi pada tahun 1986 terjadi kasus Contempt of Court 
pertama kalinya oleh Adnan Buyung Nasution yang melakukan intrupsi 
pada saat hakim membacakan putusan. Beberapa contoh lain tindak pidana 
Contempt of Court yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah 
kasus terbunuhnya M.Taufiq hakim pengadilan agama sidoarjo lantaran 
ditusuk di dalam ruang sidang setelah membacakan putusan, kasus hakim 
dipukul menggunakan ikat pinggang oleh pengacara Tomy Winata ketika 
                                                          
         
5
 Ibid., hlm. 29.   
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hakim sedang membacakan putusan, kemudian kasus penembakan Hakim 
Agung Syaifudin Kartasasmita oleh Noval Hadad dan Maulawarman.
7
 
Beberapa contoh kasus di atas inilah yang mendorong untuk 
mewujudkan aturan tentang Contempt of Court secara sistematis dan 
tersendiri sebagai upaya untuk melindungi badan peradilan dari setiap 
perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan. Dalam 
perkembangannya, penghinaan terhadap pengadilan terus terjadi, bahkan 
menuju tahap yang mengkhawatirkan. Sebab penghinaan bukan lagi 
semata tindakan verbal di pengadilan, melainkan sudah mengarah pada 
aksi kekerasan di dalam ruang sidang. 
Contempt of Court dapat menghambat proses persidangan bila 
dilihat dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia.Tindakan pelecehan 
atau penghinaan terhadap Pengadilan yang telah terjadi di Indonesia ini 
belumlah sepenuhnya terselesaikan. Ini dapat dilihat semakin 
meningkatnya tindakan Contempt of Court di Indonesia. Hal ini 
disebabkan karena kurang tegasnya aparat penegak hukum dan pemerintah 
dalam hal menanggulangi kasus Contempt of Court yang terjadi.
8
  
India merupakan salah satu negara di Asia yang sudah mempunyai 
pengaturan khusus tentang tindak pidana Contemp of Court. Adapun 
contoh kasus Contempt of Court yang terjadi di India yaitu pada tahun 
2010 pemimpin partai komunis India (Marxis), MV Jayarajan dihukum 
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Fitria Chusna Farisa, Tiga hal yang harus kita ketahui soal ―contempt of court‖, 
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karena penghinaan pengadilan dengan mengkritik keputusan Pengadilan 
Tinggi Karala yang melarang pertemuan di tempat umum tertentu, 
kemudian kasus terbaru pada tahun 2020 penghinaan terhadap Pengadilan 
oleh pengacara senior bernama Prashant Bhushan.
9
 Kasus-kasus di India 
tersebut ditangani dan dihukum dengan tegas karena India mempunyai 
aturan khusus mengenai Conempt of Court. Seharusnya Indonesia sudah 
mempunyai pengaturan secara khusus yang mengatur dengan tegas tindak 
pidana Contempt of Court untuk melindungi martabat Pengadilan beserta 
Hakimnya. 
Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya 
harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukuman yang 
berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan para hakim harus 
mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Dalam pengambilan 
keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan 
kaidah hukum yang menjadi landasan hukum putusannya.
10
 
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang dianut dijelaskan 
bahwa pengadilan sebagai fungsi peradilan merupakan proses penentu 
terakhir bagi status perkara pidana dan sebagai lembaga terakhir bagi 
masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
11
 Proses peradilan sebagai upaya 
hukum terakhir sudah seharusnya dijaga kewibawaannya karena 
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Wikipedia, https:en.m.wikipedia.org/wiki/contempt_of_court_in_India. Diakses pada 27 
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penghormatan terhadap proses peradilan itu sendiri merupakan adab yang 
merefleksikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum 
maupun penegakan keadilan. Pengadilan sebagai tempat memutus 
keadilan berdasarkan hukum yang merupakan identias Indonesia sebagai 
negara hukum pun sudah sepantasnya dihormati dan dihargai.  
Pembuatan pengaturan mengenai Contempt of Court bertujuan 
untuk menjaga kekuasaan kehakiman agar tetap merdeka (independence of 
judiciary) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adanya pengaturan 
Contempt of Court dapat membangun proses peradilan tanpa adanya 
campur tangan dan intimidasi dari berbagai pihak baik secara langsung 
ataupun tidak langsung sehingga hakim dapat memutus suatu perkara 
dengan sebaik-baiknya. 
Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud melakukan studi 
perbandingan mengenai Pengaturan Contempt of Court di Indonesia dan di 
India yang bertujuan untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan 
mengenai Contempt of Court di kedua negara tersebut yang nantinya dapat 











B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pengaturan Contempt Of Court dalam Hukum Positif di 
Indonesia? 
2. Bagaimana Pengaturan Contempt Of Court dalam Hukum Positif di 
India? 
3. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Contempt of Court di Indonesia 
dan di India? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk Mengetahui Pengaturan Contempt Of Court dalam Hukum 
Positif di Indonesia  
2. Untuk Mengetahui Pengaturan Contempt Of Court dalam Hukum 
Positif di India 
3. Untuk Mengkaji Perbandingan Pengaturan Contempt of Court di 
Indonesia dan di India 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut, yaitu manfaat teoritis 
dan manfaat praktis. 
1. Manfaat teoritis, manfaat penelitian ini adalah memberikan 
manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum 
pidana, baik langsung maupun tidak langsung sebagai penambah 
wawasan mahasiswa terutama di dalam hukum pidana,memberikan 
kontribusi pemikiran mengenai perbandingan pengaturan Contemp 





2. Manfaat praktis 
a. Bagi Pembuat Undang-Undang, menjadi rujukan 
pembuatan peraturan yang melindungi kewibawaan 
Pengadilan. 
b. Bagi Badan Peradilan, melakukan penegakan yang sesuai 
terhadap perbuatan Contempt of Court yang terjadi di 
dalam Pengadilan. 
c. Bagi Masyarakat pencari keadilan, sebagai landasan untuk 
berperilaku baik serta menaati tata cara proses Peradilan 
sesuai ketentuan yang berlaku dan sumber pemahaman bagi 
masyarakat. 
d. Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat 
menjadi wadah dalam upaya meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis pada bidang hukum 
pidana juga dalam penerapannya. 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun penelitian ini berdasarkan pada beberapa referensi yang 
telah dibuat sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut: 
1. Oktavia Sastray Anggriani, ―Perbandingan Konsep Contempt Of 
Court dalam Sidang Peradilan Pidana di Indonesia dengan Sidang 
Peradilan Pidana di Inggris (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan No.06/PID.TPR/2011/PN.JKT.SEL.)‖Prodi Ilmu 





ini  memaparkan tentang perbandingan pengaturan konsep Contempt 
of Court dalam perundang-undangan di kedua negara yaitu Indonesia 
dan Inggris. Hal ini dikaitkan dengan perilaku profesi hukum dalam 
menjalankan profesinya yang dibatasi oleh suatu kode etik profesi. 
Konsep Contempt of Court dalam KUHP Indonesia tidak diatur secara 
khusus melainkan tersebar dalam beberapa pasal. Sedangkan di 
Inggris, konsep Contempt of Court diatur dalam undang-undang 
tersendiri, yakni Contempt of Court Act. 1981.
12
 
2. Ida Keumala Jeumpa, ―Contempt of Court: Suatu Perbandingan 
Antara Berbagai Sistem Hukum‖ Kanun Jurnal Ilmu HukumNo. 62, 
Th. XVI (April, 2014). Jurnal ini memaparkan sistem hukum di dunia 
yang tergolong dalam keluarga hukum common law, civil law, 
socialist law dan other system (Hukum Islam) kemudian 
diperbandingkan mengenai cara perumusan ketentuan Contempt of 
Court dari berbagai KUHP di masing-masing negara yang 
diperbandingkan. Terdapat dua kelompok negara yang mencantumkan 
Contempt of Court dalam KUHP nya, ada yang mencantumkan dalam 
bab tersendiri dan ada yang menempatkannya dalam berbagai pasal 
tersebar dalam beberapa bab.
13
 
3. Muhammad Ridwan Fadhly, ―Tindakan Contempt Of Court Dalam 
Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Dan 
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Perbandingannya Dengan Singapura‖ Fakultas Hukum Universitas 
Padjajaran Tahun 2020. Skripsi ini membahas tindakan Contempt of 
Court yang bersifat privat (Civil Contempt) dalam praktik proses 
penyelesaian sengketa perdata dapat diartikan sebagai setiap 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tidak mematuhi setiap 
panggilan, perintah, penetapan, peringatan, maupun putusan yang 
dikeluarkan oleh pengadilan sehingga menimbulkan kerugian pada 
para pihak berperkara dan merendahkan wibawa, martabat serta 
kehormatan pengadilan. Penegakan hukum terhadap tindakan Civil 
Contempt of Court di Indonesia masih dirasa kurang efektif karena 
aturan yang ada serta sanksi tidak berjalan dengan optimal 
dibandingkan dengan Singapura. 
14
 
Berdasarkan tiga penelitian tersebut diatas penelitian yang 
akan dilakukan bersifat kebaruan karena memiliki sudut pandang 
penelitian yang berbeda terkait objek Contempt of Court. Penelitian 
ini membahas mengenai perbandingan pengaturan Contempt of Court 
di Indonesia dan di India. 
F. Metode Penelitian 
a. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan 
(Library Research) yaitu metode atau cara yang dipergunakan di 
dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan 
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 Bahan pustaka yang digunakan yaitu data 
sekunder yang sumber datanya dapat diperoleh melalui 
penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengaturan 
Contempt of Court di Indonesia dan India. 
b. Pendekatan penelitian 
Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian 
hukum antara lain pendekatan undang-undang (statue approach), 
pendekatan kasus (caseapproach), pendekatan historis (historical 
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 
pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan dalam 




Dari beberapa pendekatan tersebut, penelitian ini 
menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach). 
Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan 
undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang 
sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-
undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus 
yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh 
persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut.
17
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c. Sumber data 
Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah 
sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data 
penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak 
langsung yang berupa: 
1) Bahan hukum primer,  yaitu bahan-bahan hukum yang 
bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma 
(kaidah dasar), peraturan dasar, peraturan 
perUndangUndangan, hukum adat, yurisprudensi dan 
traktat. Beberapa peraturan perUndang-Undangan yang 
akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :  
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana   
d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman 
e) Contempt of Court Act 1971 
f) The Indian Penal Code 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan  hukum yang 
memberikan penjelasan atas bahan hukum primer hukum 
primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan 
Undang-Undang dan hasil-hasil penelitian.
18
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3) Bahan hukum tersier, disebut juga bahan rujukan, 
merupakan  bahan hukum  yang dapat membantu 
menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan 
hukum tersier dapat berupa kamus hukum, direktori 
Pengadilan, dan lain sebagainya.
19
 
d. Metode pengumpulan data 
Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode 
pengumpulan data secara studi kepustakaan (library research), 
yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber 
bacaan seperti buku-buku, pendapat para sarjana, surat kabar, 
artikel, kamus dan juga data-data yang penulis peroleh dari 
internet. 
e. Metode analisis data 
Analisa Data yang digunakan penulis adalah metode 
analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu pembahasan 
secara sistematis dengan menggambarkan, menjabarkan, 
menginterprestasikan norma atau kaidah hukum dan doktrin 
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G. Sistematika Penulisan 
Untuk menyusun skripsi ini penulis juga membuat sebuah 
sistematika penulisan guna memperlancar penelitian yang akan penulis 
teliti yaitu sebagai berikut: 
 BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
 BAB II: TINJAUAN KONSEPTUAL 
Bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung 
permasalahan penelitian, antara lain: Teori perbandingan hukum 
dan Tinjauan tentang Contempt of Court. 
 BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan hasil rumusan masalah tentang 
Pengaturan Contempt of Court di Indonesia dan di India. Hasil 
analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun 
sebagai kesimpulan dalam membandingkan mengenai Pengaturan 
Contempt of Court di Indonesia dan di India 
 BAB IV: PENUTUP 
Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 









A. Perbandingan Hukum Pidana 
1. Pengertian Perbandingan Hukum 
Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, 
diterjemahkan: comparative law (bahasa Inggris), vergleihende 
rechstlehre (bahasa Belanda), droit comparé (bahasa Perancis). Istilah 
ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering 
diterjemahkan lain, yaitu sebagai conflict law atau dialih bahasakan, 




Di dalam Black’s Law Dictionary dikemukakan, bahwa 
Comparative Jurisprudence ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip 
ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem 
hukum (the study of principles of legal science by the comparison of 
various systems of law).
21
 
Untuk memperoleh pengertian lebih lengkap mengenai 
perbandingan hukum, maka perlu dikemukakan definisi perbandingan 
hukum dari beberapa pakar hukum terkenal: 
a. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan 
hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan 
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b. untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang 
bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah 
perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu 
cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk 




c. Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum 
sebagai berikut: comparative law is a legal discipline 
aiming at ascertaining similarities and differences and 
finding out relationships be tween various legal system, 
their essence and style looking at comparable legal 
institutions and concepts and trying to determine solutions 
to certain problems in these systems with a definite goal in 
mind, such as law reform, unification etc. (Perbandingan 
hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang 
bertujuan menentukan persamaan dan perbedaan serta 
menemukan pula hubungan-hubungan erat antara pelbagai 
sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-
lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba 
menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah 
tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan 
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d. Dr. G. Guitens-Bourgois mengatakan bahwa, perbandingan 
hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada 
ilmu hukum. Perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum, 
melainkan hanya suatu metode studi, suatu  metode untuk 
meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan.
24
 
e. Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya (Comparative Law, 
1959) mengemukakan antara lain: 
1) Comparative Law merupakan metode penyelidikan 
dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang 
lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. 
2) Comparative Law bukanlah suatu perangkat peraturan 
dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum (is 
not a body of rules and principles). 
3) Comparative Law adalah teknik atau cara menggarap 
unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah 
hukum (is the technique of dealing with actual foreign 
law elements of a legal problem).
25
 
Dari beberapa pendapat para sarjana yang dikemukakan di atas, 
diperoleh gambaran bahwa: 
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a. Perbandingan hukum bukan suatu cabang hukum, bukan 
suatu perangkat peraturan; 
b. Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum; dan 
c. Perbandingan hukum merupakan metode penelitian.26 
Untuk memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu 
memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan 
secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah 
hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara 
memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada 
batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum 




2. Tujuan Perbandingan Hukum 
Van Apeldoorn membedakan tujuan perbandingan dalam tujuan 
yang bersifat teoritis dan tujuan yang bersifat praktis. Tujuan yang 
bersifat teoritis menjelaskan hukum sebagai gejala dunia (universal) 
dan oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum harus dapat memahami 
gejala dunia tersebut dan untuk itu harus dipahami hukum di masa 
lampau dan hukum di masa sekarang. Sedangkan tujuan yang bersifat 
praktis dari perbandingan hukum adalah merupakan alat pertolongan 
untuk tertib masyarakat dan pembaharuan hukum nasional serta 
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memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran 
hukum kepada pembentuk undang-undang dan hakim.
28
 
Menurut Rene David dan Brierley manfaat perbandingan hukum 
diantaranya: 
a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis 
dan filosofis. 
b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk 
mengembangkan hukum nasional kita sendiri. 
c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap 
bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan 
sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang 
baik bagi perkembangan hubungan-hubungan 
internasional. 
Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto kegunaan perbandingan 
hukum antara lain: 
a. Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan 
perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan 
pengertian-pengertian dasarnya. 
b. Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 
akan mempermudah mengadakan keseragaman hukum 
(unifikasi), kepastian hukum, dan kesederhanaan hukum. 
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c. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan 
pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa 
dalam hal-hal tertentu keanekawarnaan hukum 
merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan. 
d. Perbandingan hukum akan dapat memberi bahan-bahan 
tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu 
dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur 
demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat 
majemuk seperti Indonesia. 
e. Perbandingan hukum dapat memberikan bahan-bahan 
untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada 
bidang-bidang mana kodofikasi dan unifikasi terlalu sulit 
untuk diwujudkan. 
f. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka 
yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan 
persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru 
pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan 
tepat. 
g. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial, dan 
psikologis yang menjadi latar belakang dari 
perundangan-undangan, yurisprudensi, hukum 






h. Perbandingan hukum terikat pada kekakuan dogma. 
i. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum. 
j. Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam 
dan mengarahkan proses penelitian hukum. 
k. Di bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan 
untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta 
penegakannya yang tepat dan adil.
29
 
3. Sejarah Perbandingan Hukum 
Perbandingan hukum mempunyai sejarahnya sendiri yang mana dalam 
sejarahnya sudah dikenal sejak zaman: 
a. Plato (430-470 SM) dilakukan kegiatan memperbandingkan hukum 
dalam karyanya Politeia (Negara) yang memperbandingkan 
beberapa negara. 
b. Aristoteles (384-322 SM) dalam politiknya memperbandingkan 
peraturan-peraturan dari berbagai negara. 
c. Theoprastos (372-27 SM) memperbandingkan hukum yang 
berkaitan dengan jual beli di pelbagai negara. 
d. Collatio (Mosaicarium et Romanium Legum Collatio), suatu karya 
yang penulisnya tidak di kenal, diperbandingkan antar undang-
undang Mozes (Pelateuch) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip 
dari hukum Romawi (Rone de Groot, 1988:24) 
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e. Studi perbandingan antara organisasi negara dari Inggris dengan 
Prancis dilakukan oleh Fortescue kira-kira pada tahun 1930. 
f. Montesquie (1687-1716) dalam L’esprit delois (1784) 
memperbandingkan organisasi negara dari Inggris dan Prancis. 
g. Leibniz (1646-1716) menulis suatu uraian tentang semua sistem 
hukum seluruh dunia. ia yakin dengan cara itu dapat menemukan 
dasar semua hukum. 
Kemudian studi perbandingan hukum berkembang dalam bentuk 
kelembagaan di Prancis misalnya pada tahun 1832 berdiri Institut 
Perbandingan Hukum di College de France dan Tahun 1846 berdiri 
Institut Perbandingan Hukum di University of Paris. Sedangkan di 
Inggris pada tahun 1846 sebuah Panitia Pendidikan Hukum (di bawah 
pengawasan House of Common) mengajukan rekomendasi agar di 
perguruan-perguruan Tinggi di Inggris dibentuk institut tentang 
perbandingan hukum. Usulan tersebut baru terwujud pada tahun 1869 
dengan terbentuknya badan/lembaga Historical and Comparative 
Jurisprudence di Oxford dengan ketuanya Sir Henry Maine. Sejak 
permulaan abad ke-20 perbandingan hukum berkembang sangat pesat. 
Hal ini tidak terlepas dari perkembangan dunia pada abad ke-19 dan 
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B. Tinjauan Contempt of Court  
1. Pengertian Contemp of Court  
Contempt of Court merupakan pengertian atau istilah yang 
dipergunakan pada negara-negara yang menganut sistem anglo saxon 
sebagai upaya untuk melindungi badan peradilan dan setiap perbuatan 
yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan itu sendiri. 
Semula pengertian ini dibatasi secara sempit saja. Perlindungan 
terhadap peradilan, artinya sewaktu hakim menjalankan tugas-tugas 
peradilannya saja, namun hal itu ternyata dipandang tidak cukup. 
Perlindungan harus diberikan pula terhadap institusinya. Badan 
peradilan perlu dijunjung tinggi dari setiap perbuatan yang dapat 




Secara harfiah, istilah ―contempt‖ berarti menghina, 
memandang rendah atau melanggar, sedangkan ―court‖ berarti 
pengadilan, sehingga ada yang memberikan pengertian Contempt of 
Court sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau perbuatan yang 
merendahkan martabat pengadilan.
32
 Kemudian dalam Black’s Law 
Dictionary disebutkan bahwa, Contempt of Court adalah: 
―An act which is calculated to embarras, hinder or obstruct court in 
adminstration of justice or wich is calculated to lessen its authority or 
its dignity. Committed by a person who does any act in willful 
contravention of its authority or its dignity, or tending to impede or 
frustate the administration of justice or by one who, being under the 
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court’s authority as a party to a proceeding there in, willfully disobeys 
its lawful orders or fails to comply with an undertaking which he has 
given.‖ 
 
Terjemahan bebas dari pengertian ini adalah setiap perbuatan 
yang dapat dianggap mempermalukan, menghalangi atau merintangi 
tugas peradilan dari badan-badan pengadilan, ataupun segala tindakan 
yang dapat mengurangi kewibawaannya atau martabatnya. Perbuatan 
itu dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menentang atau 
melanggar kewibawaannya atau menggagalkan tugas peradilan atau 
dilakukan oleh seseorang yang menjadi pihak dalam perkara yang 




Istilah contempt of court di Indonesia dapat dilihat dalam 
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4 yang menyatakan: “selanjutnya 
untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya 
bagi penyelenggaraan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu Undang-undang 
yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap 
dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong 
kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal 
sebagai ―contempt of court‖.
34
 
Apabila ditarik suatu benang merah dapat dikatakan pengertian 
Contempt of Court merupakan tindak pidana dilakukan oleh orang 
yang terlibat dalam suatu proses perkara maupun tidak, di dalam 
maupun di luar pengadilan, dilakukan perbuatan secara aktif ataupun 
pasif yang dianggap merendahkan kewibawaan dan martabat 
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2. Sejarah Contempt of Court 
Konsep ―contempt of court‖ pada awalnya dikenal di Inggris 
pada abad ke-13 dan baru dibentuk sebagai undang-undang (Act) 
untuk memperbarui hukum di Inggris pada tahun 1981, sebagian untuk 
mengindahkan keputusan Human Rights Court (peradilan tentang hak 
asasi manusia) di Strasbourgh dari kasus “Thalidomide” dan sebagian 
lagi untuk melaksanakan beberapa rekomendasi dari komite Phillimore 
tentang Contempt of Court yang duduk pada tahun 1971 dan 1974.
36
 
Tinjauan sejarahnya, ―contempt‖ merupakan perbuatan untuk 
menentang perintah raja. Menurut Prof. Nico Keijher, pada tahun 1634 
di Inggris, seorang yang bernama James Williamson telah dipidana 
karena melakukan ―contempt of court‖ dan hukumannya adalah 
dengan cara memotong tangannya dalam suatu sidang terbuka dan 
tangannya digantung bertahun-tahun sebagai peringatan kepada para 
penentang putusan pengadilan. Pernah juga, tegas DR. Andi Hamzah, 
SH pada tahun 1560 John Davis meninjau seorang saksi dengan tangan 
kanannya di sidang pengadilan Westminster Hall dan dikenakan 
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Apabila diakui pesatnya perkambangan lembaganya ―contempt 
of court‖ di Inggris maupun negara yang terpengaruh anglo saxon 
sebagai sistem yang dianutnya, tidak demikian halnya yang terjadi di 
Indonesia. Tidak sedikit soal contempt of court bermunculan di 
Indonesia, meskipun perbuatan itu masih menimbulkan pro dan kontra 
untuk dikategorikan kepada contempt tersebut.
38
 
Ide pembentukan tentang pengaturan contempt of court telah ada 
sebelum dan pasca terbentuknya UU Nomor 14 Tahun 1985. Sebelum 
terbentuknya undang-undang tersebut, dimulai pada tahun 1978 dalam 
konferensi Tingkat Tinggi Ketua-Ketua Mahkamah Agung se Asia 
Pasifik yang membahas perlunya pengaturan secara khusus undang-
undang contempt of court, dan pascanya pada tahun 1986, bahwa 
IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) menyelenggarakan Rapat Kerja 




Persoalan contempt of court disinggung dalam Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 yang menempatkan dalam suatu perundang-
undangan dalam perspektif mengenai lembaga hukum yang belum 
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begitu dikenal di Indonesia. tidak lama kemudian, melalui media masa 
dikeluarkan pandangan Sarjana Hukum, seperti Menteri Kehakiman, 
Prof. Padmo Wahyono, Haryono Tjitrosubono SH, Amin Arjoso SH, 
T. Mulya Lubis SH,LLM, yang mengutarakan pandangannya terhadap 
masalah ini. Bahkan disediakan dalam tajuk rencana dalam harian 
Sinar Harapan, yang di bawah judul “tata tertib Pengadilan” hendak 
menguraikan permasalahan ―contempt of court‖ dan alasan apakah 
yang menyebabkan ketentuan tersebut dimasukkan dalam Undang-
Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 tersebut.
40
 
Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 
menyebutkan, ―Negara Indonesia adalah Negara Hukum‖. Sebagai 
negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai negara hukum, 
sesungguhnya masalah hukum, penegakan hukum, proses peradilan 
dan lembaga pengadilan di Indonesia memiliki makna dan kedudukan 
teramat penting. Apakah negara benar-benar dan tidak sebagai sebutan 
saja merupakan negara hukum, terutama akan diukur dengan 
pandangan bagaimana hukum diberlakukan dan bagaimana pengadilan 
dihargai serta memiliki wibawa.
41
 
Eksistensi pengadilan dalam konteks negara hukum memiliki 
peran dan kedudukan yang sangat penting. Bahkan, dapat dikatakan 
bahwa perannya sangat vital dan dalam konteks tertentu merupakan 
“ruh” dari sebuah negara hukum sesuai yang disampaikan oleh Satjipto 
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Rahardjo yang mengatakan bahwa: “tidaklah salah apabila orang 
berharap banyak terhadap hukum, karena negara ini memanglah negara 
berdasarkan hukum. Apabila pengadilan boleh kita sebut sebagai 
jantung hukum dalam suatu negara berdasarkan hukum. Tetapi 
celakanya, hukum kita belum banyak memenuhi harapan tersebut”.
42
 
Fakta pelecehan atau penghinaan terhadap pengadilan di 
Indonesia amat memprihatinkan. Misalnya, sikap dan tindakan yang 
ditampilkan oleh pencari keadilan, praktisi hukum, kalangan pers, 
organisasi sosial politik, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, 
serta berbagai pihak lainnya yang sedemikian rupa dapat dikategorikan 
mencederai martabat, keluhuran dan wibawa peradilan, baik yang 




Minimnya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku 
penghinaan terhadap pengadilan ini menyebabkan bertambah dan 
terulangnya perilaku contempt of court serta berpotensi dicontoh oleh 
calon pelaku penghina pengadilan. Apalagi jika tidak ada tindakan 
yang diambil, akan berdampak maraknya penghinaan terhadap 
pengadilan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab turunnya 
kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pengadilan.
44
 
Minimnya perlindungan pengadilan dengan segenap 
aparaturnya, untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia yang 
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demikian diperlukan suatu langkah konkret berupa perumusan 
kebijikan untuk melindungi wibawa dan martabat pengadilan dengan 
membuat pengaturan mengenai contempt of court. 
Sedangkan sejarah mengenai pengaturan contempt of court di 
India dimulai dari contempt of court act. 1926 diberlakukan untuk 
menyelesaikan konflik pendapat antara Pengadilan Tinggi di India 
tentang apakah mereka memiliki kekuasaan untuk menghukum 
pelanggaran penghinaan yang dilakukan terhadap pengadilan lain yang 
berada di bawah yurisdiksi mereka. Undang-undang 1926 secara khusus 
menegaskan kekuasaan ini, dan mengizinkan Pengadilan Tinggi untuk 
menghukum penghinaan terhadap pengadilanbawahan. Pada tahun 
1952, Undang-undang penghinaan pengadilan diganti dengan undang-
undang baru dengan nama yang sama, yang diperluas kekuasaan untuk 




Pada tahun 1961 sebuah komite yang dipimpin oleh HN Sanyal, 
seorang Pengacara Umum Tambahan untuk Pemerintah India, ditunjuk 
untuk memeriksa penerapan undang-undang penghinaan di India. 
Komite Sanyal merekomendasikan bahwa proses penghinaan harus 
dimulai bukan oleh pengadilan itu sendiri, tetapi atas rekomendasi 
petugas hukum.
46
 Rekomendasi ini dimasukkan dalam contempt of 
court Act. 1971, yang disahkan oleh Parlemen India, yang merupakan 
                                                          
      
45
 Komisi Hukum India (2018). Laporan No. 274: Review of the contempt of court act. 1971 
      
46
 Bar and Bench, A seriously flawed judgment, https://www.barandbench.com/columns/a-





undang-undang saat ini mengatur penghinaan terhadap penghinaan di 
India. Contempt of court Act. 1971 mendefinisikan penghinaan perdata 
dan pidana, dan menetapkan kekuasaan dan prosedur dimana 
pengadilan dapat menghukum penghinaan, serta hukuman yang dapat 
diberikan untuk pelanggaran penghinaan. 
3. Bentuk-bentuk Contempt of Court 
Klasifikasi Contempt of Court berdasarkan keberlangsungannya 
ini masih dalam konteks umum dan belum dikontekskan dalam jenis-
jenis dan bentuk-bentuk tindakan atau sanksi atas perbuatannya secara 
konkret dan fungsional. Karena itu, para pakar pada umumnya 
membagi Contempt of Court ini secara fungsional yaitu criminal 
contempt of court dan civil contempt of court. Asasnya, criminal 
contempt of court ini dikualifikasi sebagai gangguan dan penghalangan 
atas penyelenggaraan peradilan sehingga layak untuk diganjar dengan 
pemidanaan (kriminalisasi). Sementara civil contempt lebih kepada 
sikap ketakpatuhan pada peraturan atau perintah pengadilan.
47
 
Tindakan yang termasuk penghinaan terhadap pengadilan antara 
lain: (1) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan 
dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (sub-Judice Rule), (2) 
Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (Obstructing 
Justice), (3) Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan 
(Misbehaving in Court), (4) Menyerang integritas dan impartialitas 
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pengadilan (Scandalizing the Court), (5) Tidak menaati perintah-
perintah pengadilan (Disobeying Court Orders). Jadi, Contempt of 
Court adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan dan dikategorikan 




Secara terperinci dimensi ini akan diuraikan sebagai berikut: 
1) Criminal Contempt of Court 
Barda Nawawi Arief mendifinisikan criminal contempt 
sebagai perbuatan yang bertujuan mengganggu atau 
menghalangi penyelenggaraan peradilan yang seharusnya. 
Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa criminal 
contempt merupakan perbuatan yang tidak menghormati 
pengadilan atau acaranya atau menghalangi penyelenggaraan 




Bagir manan menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan 
criminal contempt meliputi: 
a. Mempermalukan pengadilan (scandalizing the 
court). Di Skotlandia disebut murmuring judge 
(menggosipkan hakim). Mempermalukan dilakukan 
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dengan menuduh secara samar-samar dan tanpa 
dasar telah terjadi penyelewengan (korupsi) dan 
praktik yang melenceng (malpractice) di 
pengadilan. Ancaman sanksi ini dimaksudkan untuk 
menjaga kepentingan publik terhadap pengadilan. 
b. Mencampuri proses pengadilan yang sedang 
berjalan (interference with justice as a continueing 
process). Salah satu bentuk mencampuri misalnya 
memublikasikan atau mengungkapkan kepada pihak 
lain perundingan-perundingan yang dilakukan juri 
(yang selalu dilakukan secara tertutup). Ada juga 
kemungkinan memublikasikan tetapi atas nama 
korban pemerasan, atau saksi. Selain untuk menjaga 
kepercayaan publik terhadap pengadilan, 
pembatasan ini untuk mencegah korban lain enggan 
melapor atau keengganan menjadi saksi. 
c. Melecehkan pengadilan secara langsung (contempt 
in face of court). Melecehkan atau meremehkan ini 
meliputi menyerang (assault), mengancam (threat), 
memaki (insult), atau mengganggu jalannya 
persidangan dengan cara-cara seperti berteriak atau 
bersorak (shouting), menyanyi-nyayi di dalam 





terkena sanksi atas dasar contempt of court karena 
tidak menghargai sidang, tidak menyampaikan 
dokumen atau tidak menjawab pertanyaan penting 
yang diperlukan persidangan. 
d. Dengan sengaja mencampuri proses peradilan 
dengan cara tertentu (deliberate interference with 
particular proceedings). Pelecehan ini menyangkut 
perbuatan atau tindakan untuk memengaruhi 
kesimpulan suatu proses peradilan, seperti 
percobaan menyuap atau mengintimidasi hakim juri, 
atau saksi. 
e. Mencampuri secara tidak sengaja melalui publikasi 
yang dapat merugikan proses peradilan 
(unintentional interference by prejudicial 
publications). Digolongkan sebagai pelecehan 
apabila dapat secara substansial menimbulkan risiko 
menghalangi atau merugikan proses peradilan.
50
 
2) Civil Contempt of Court 
Civil contempt yaitu ketidakpatuhan terhadap putusan atau 
perintah pengadilan, jadi merupakan perlawanan terhadap 
pelaksanaan hukum (an offence against the enforcement of 
justice), misalnya menolak untuk mematuhi perintah 
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pengadilan (dalam perkara perdata) untuk menghentikan 
gangguan, untuk membayar kerugian dan sebagainya. Sanksi 




Pada asasnya, secara umum bentuk contempt of court meliputi 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan 
(misbehaving in court)  
b. Tidak menaati perintah-perintah pengadilan (disobeying 
court orders)  
c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan 
(scandalizing in court)  
d. Menghalang-halangi penyelenggaraan pengadilan 
(obstructing justice) 
e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Contempt of Court dalam Hukum Positif di Indonesia 
Pengaturan mengenai contempt of court dalam Sistem Hukum 
Pidana di Indonesia, belum diatur secara khusus dalam perundang-
undangan. Hanya saja saat ini terdapat beberapa pengaturan yang dapat 
diklasifikasikan sebagai bentuk dari contempt of court, seperti yang 
terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 
pasalnya masih tersebar secara parsial, kemudian bentuk perbuatan 
contempt of court juga terdapat dalam beberapa pasal undang-undang 
hukum pidana di luar KUHP. 
Padahal sudah banyak kasus contempt of court yang terjadi di 
Indonesia diantaranya Kasus pelemparan sepatu oleh seorang terdakwa 
wanita kepada Hakim karena tidak puas terhadap putusannya maupun 
pelemparan sepatu oleh pengunjung sidang yang merupakakan seorang 
mahasiswi kepada majelis hakim yang telah menghukum DR. Sri Bintang 
Pamungkas karena melakukan penghinaan terhadap Presiden, kedua kasus 
tersebut terjadi di Pengadilan Jakarta Pusat. Terjadi pula kasus pada saat 
sidang subversi, beberapa pengunjung memakai pakaian menyerupai 
“mumi” yang melambangkan “kematian demokrasi” atau pengunjung 
sidang yang mengkibas-kibaskan uang puluhan ribu ataupun protes 





kembali oleh hakim. Kesemua itu merupakan fenomena atas pertanyaan 
kebenaran atau tidaknya atas kemerosotan wibawa peradilan.
53
 
Adapun kasus yang menarik di Indonesia terkait contempt of court 
adalah peran advokat DR. Adnan Buyung Nasution, SH yang 
mendampingi Let.Jend.H.R. Dharsono atas dakwaan melakukan tindak 
pidana subversi. Pada suatu kesempatan terjadi keributan di pengadilan 
yang mengakibatkan advokat itu mendapat tegoran, bahkan pada proses 
selanjutnya Dewan Kehormatan IKADIN telah menyatakan perbuatan 
advokat itu telah melanggar kode etik advokat. Tindakan itu 
ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri 




Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia 
sampai sekarang belum mengenal lembaga hukum khusus yang disebut 
sebagai Contempt of Court ataupun ketentuan-ketentuan pidana yang 
disatukan. Ia tersebar pada beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP 




KUHP mengatur beberapa ketentuan yang mengatur Contempt of 
Court dengan menggunakan istilah Rechtpleging yaitu kejahatan terhadap 
pengadilan dan instansi pemerintah antara lain : 
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1) Pasal 209 KUHP: memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada seorang pejabat dengan maksud untuk 
menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya yang bertentangan dengan 
kewajibannya.  
2) Pasal 210 KUHP: memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada seseorang hakim, penasehat hukum atau 
adviseur. 
3) Pasal 214 KUHP: memaksa seseorang pejabat untuk 
melakukan perbuatan jabatan atau untuk melakukan 
perbuatan jabatan yang sah.  
4) Pasal 212 KUHP: melawan pejabat yang sedang 
menjalankan tugas yang sah.  
5) Pasal 217 KUHP: menimbulkan kegaduhan dalam ruang 
sidang. 
6) Pasal 216 KUHP: tidak menuruti perintah atau 
permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh 
pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu. 
7) Pasal 220 KUHP: pengaduan palsu. 
8) Pasal 221 KUHP: Menyembunyikan orang yang 





9) Pasal 222 KUHP: mencegah, menghalang-halangi, atau 
menggagalkan pemeriksaan mayat untuk kepentingan 
pengadilan.  
10) Pasal 223 KUHP: melepaskan atau memberi pertolongan 
ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas 
perintah penguasa umum, atas keputusan atau ketetapan 
hakim.  
11) Pasal 224 KUHP: sebagai saksi ahli atau juru bahasa 
menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajiban.  
12) Pasal 233 KUHP: merusak atau menghilangkan barang 
bukti. 
13) Pasal 242 KUHP: keterangan palsu. 
14) Pasal 420 KUHP: seorang hakim yang menerima hadiah 
atau janji.  
15) Pasal 422 KUHP: seseorang pejabat yang dalam sesuatu 
perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk 
memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan 
keterangan.  
16) Pasal 522 KUHP: Saksi, ahli atau juru bahasa tidak 
datang secara melawan hukum. 
Seiring berjalannya waktu Indonesia membuat Rancangan Undang-





tersebut pengaturan mengenai contempt of court dijadikan dalam satu bab 
tersendiri yaitu dalam pasal 281 sampai dengan pasal 303 dan terdapat 
beberapa pasal baru diantaranya : 
1) Pasal 282 huruf a: Penasehat hukum yang dalam 
pekerjaannya memberikan bantuan hukum, mengadakan 
kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang 
dibantunya, sedang patut diketahuinya bahwa perbuatan itu 
dapat merugikan kepentingan yang dibantunya. 
2) Pasal 282 huruf b ayat: Penasehat hukum yang dalam 
pekerjaannya memberikan bantuan hukum untuk 
memenangkan pihak yang dibantunya meminta imbalan 
dengan maksud mempengaruhi secara melawan hukum 
saksi‐saksi, saksi ahli, juru bahasa, penyidik, penuntut 
umum atau hakim dalam perkara yang bersangkutan. 
3) Pasal 285 ayat 2 huruf a: Seseorang yang menampilkan diri 
untuk orang lain sebagai peserta atau pembantu tindak 
pidana, sehingga oleh karena itu dijatuhi pidana dan 
menjalani pidana itu untuk orang lain 
4) Pasal 281 huruf b: Seseorang yang menghina integritas 
hakim dalam menjalankan tugas peradilan atau menyerang 






5) Pasal 281 huruf c: Seseorang yang mengadakan publikasi 
atau memperkenankan dilakukannya publikasi segala 
sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat 
mempengaruhi sifat tidak memihak suatu proses sidang 
pengadilan. 
6) Pasal 289: mengatur tentang perusakan Gedung, ruamg 
siding, dan alat perlengkapan siding pengadilan. 
Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) lebih berorientasi pada pengaturan tata tertib yang harus 
dipatuhi dalam persidangan yakni Pasal 217 KUHAP dan Pasal 218 
KUHAP yang meletakkan penegakan ketertiban pada ketua majelis. 
Ketua majelis adalah manajer atau pimpinan persidangan yang bertugas 
mengatur dan menegakkan wibawa persidangan. 
B. Pengaturan Contempt Of Court dalam Hukum Positif di India 
Perbuatan contempt of court dalam hukum positif India  diatur 
dalam satu bab khusus yaitu pada The Indian Penall Code bab X yang 
terdiri dari 20 pasal serta terdapat undang-undang tambahan yang 
mengatur tentang contempt of court yaitu dalam contempt of court act. 
1971 yang terdiri dari 24 pasal. 
Definisi contempt of court menurut pasal 2 contempt of court 
act. 1971 dikatakan bahwa perbuatan menghina pengadilan baik 





diartikan sebagai sebuah ketidakpatuhan terhadap keputusan, ketetapan, 
arahan, surat perintah atau proses lainnya dari penolakan atau 
pelanggaran yang disengaja terhadap sebuah tugas yang diberikan 
kepada pengadilan. Sedangkan penghinaan kriminal berarti penerbitan 
(baik melalui kata-kata, lisan atau tertulis, dengan tanda-tanda, atau 
dengan representasi yang terlihat, atau dengan tindakan lain) yang 
menghebohkan atau cenderung menghebohkan, atau yang merendahkan 
atau cenderung merendahkan pengadilan. Menimbulkan prasangka, atau 
campur tangan atau menghalangi jalannya peradilan. Mengganggu atau 




Beberapa contoh kasus contemot of court yang pernah terjadi di 
India diantaranya pada tahun 1978 dua editor surat kabar dari Times of 
India dan Indian Express didakwa melakukan penghinaan setelah 
pblikasi artikel yang berisi kritik terhadap keputusan Mahkamah Agung 
dalam ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla, sebuah kasus dimana 
Mahkamah Agung menolak untuk melindungi hak atas habeas corpus 
selama keadaan darurat. Namun kasus ini akhirnya dibatalkan setelah 
Ketuan Mahkamah Agung MH Beg, yang memulai proses persidangan, 
tidak didukung oleh dua hakim lain di bangku pengadilan yang 
menurutnya telah melakukan penghinaan.
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Pada tahun 1981, VK Krishna Iyer, mantan Hakim Mahkamah 
Agung, menyampaikan pidato publik dimana ia mengkritik fungsi 
peradilan di India. PengadilanTinggi Karela mengadilinya karena 
penghinaan kriminal setelah menerima pengaduan dari seseorang yang 




Pada tahun 2002, penulis Arundhati Roy ditangkap dan didakwa 
dengan penghinaan pengadilan oleh Mahkamah Agung India, setelah 
dia menulis sebuah artikel yang mengkritik salah satu keputusan 
pengadilan tentang Bendungan Narmada dan berpartisipasi dalam 
protes mengenai hal ini di luar pengadilan.
59
 Adapun kasus yang masih 
tergolong baru yaitu pada tahun 2020, pengacara dan aktivis Prashant 
Bhushan dihukum karena penghinaan terhadap pengadilan dimana dia 
memposting foto pers Ketua Hakim India saat ini yaitu Sharad Bobde 
yang duduk di atas motor tanpa menggunakan masker selama pandemi 
covid-19 di India. 
60
 
contempt of court act. 1926 diberlakukan untuk menyelesaikan 
konflik pendapat antara Pengadilan Tinggi di India tentang apakah 
mereka memiliki kekuasaan untuk menghukum pelanggaran 
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penghinaan yang dilakukan terhadap pengadilan lain yang berada di 
bawah yurisdiksi mereka. Undang-undang 1926 secara khusus 
menegaskan kekuasaan ini, dan mengizinkan Pengadilan Tinggi untuk 
menghukum penghinaan terhadap pengadilanbawahan. Pada tahun 
1952, Undang-undang penghinaan pengadilan diganti dengan undang-
undang baru dengan nama yang sama, yang diperluas kekuasaan untuk 




Pada tahun 1961 sebuah komite yang dipimpin oleh HN Sanyal, 
seorang Pengacara Umum Tambahan untuk Pemerintah India, ditunjuk 
untuk memeriksa penerapan undang-undang penghinaan di India. 
Komite Sanyal merekomendasikan bahwa proses penghinaan harus 
dimulai bukan oleh pengadilan itu sendiri, tetapi atas rekomendasi 
petugas hukum.
62
 Rekomendasi ini dimasukkan dalam contempt of 
court Act. 1971, yang disahkan oleh Parlemen India, yang merupakan 
undang-undang saat ini mengatur penghinaan terhadap penghinaan di 
India. Contempt of court Act. 1971 mendefinisikan penghinaan perdata 
dan pidana, dan menetapkan kekuasaan dan prosedur dimana 
pengadilan dapat menghukum penghinaan, serta hukuman yang dapat 
diberikan untuk pelanggaran penghinaan. 
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C. Perbandingan Pengaturan Contempt of Court di Indonesia dan di 
India 
Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum 
sebagai berikut: comparative law is a legal discipline aiming at 
ascertaining similarities and differences and finding out relationships 
be tween various legal system, their essence and style looking at 
comparable legal institutions and concepts and trying to determine 
solutions to certain problems in these systems with a definite goal in 
mind, such as law reform, unification etc. (Perbandingan hukum 
merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menentukan 
persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan 
erat antara pelbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan 
lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba 
menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam 
sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan 
hukum, unifikasi hukum dan lain-lain.
63
 Seperti yang kemukakan oleh 
Orucu, penulis akan melakukan penelitian mengenai perbandingan 
pengaturan contempt of court di Indonesia dan di India. 
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pengaturan tindak 
pidana contempt of court di Indonesia secara eksplisit diatur dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undng-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 
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Pidana (KUHAP). Sedangkan di India pengaturan tindak pidana 
contempt of court diatur dalam KUHP India atau yang disebut dengan 
The Indian Penal Code serta diatur secara khusus dalam Contempt of 
Court act. 1971. 
Sebelum membandingkan pengaturan mengenai contempt of 
court sebagai acuan dalam membandingkan penulis akan menguraikan 
tentang bentuk-bentuk contempt of court secara umum, diantaranya: 
1) Berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan 
(misbehaving in court) dan tidak menaati perintah-
perintah pengadilan (disobeying cour orders). 
2) Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan 
(scandalizing in court) dan menghalang-halangi 
penyelenggaraan peradilan (obstructing justice) 
3) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan 
dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (sub 
judice rule)  
Berikut akan penulis sajikan tabel letak pengaturan contempt of 









Tabel 1. Letak pengaturan contempt of court dalam KUHP 






Berperilaku tercela dan tidak 
pantas di pengadilan 
(misbehaving in court) dan 
tidak menaati perintah-perintah 
pengadilan (disobeying court 
orders) 
Pasal 217, 242, 
212, 214, 216, 
220, 224, 522 
Pasal 174, 
174A, 175, 176, 
177, 178, 179, 
180, 181, 187, 
188 
Menyerang integritas dan 
impartialitas pengadilan 





Pasal 209, 210, 
221, 222, 223, 
233 
Pasal 172, 173, 




pengadilan dilakukan dengan 
cara pemberitahuan/publikasi 
(sub judice rule)  
 
Pasal 420, 422 Pasal 189, 190 
 
Setelah mengetahui penggolongan pasal berdasarkan bentuk 
perbuatan contempt of court, selanjutnya penulis akan membandingkan 
letak persamaan dan perbedaan dalam KUHP Indonesia dan The Indian 
Penal Code. Perbandingan pertama mengenai aspek misbehaving in 
court yang pada hakikatnya berperilaku tercela dan tidak pantas di 





dilakukan dalam persidangan (contempt ex facie) sehingga perbuatan 
atau ucapan yang dilakukan pelaku membuat penyelenggaraan sidang 
terganggu.
64
 Kemudian dalam bentuk tidak menaati perintah-perintah 
pengadilan (disobeying court orders) sehingga merendahkan wibawa, 
keluhuran, terganggunya jalannya administrasi peradilan. Perintah 
pengadilan (court order) dapat dilakukan secara tertulis atau lisan 
dalam bentuk putusan atau penetapan.
65
 Hal tersebut terdapat dalam 
pasal 217, 242, 212, 214, 216, 220, 224, 522 KUHP dan Pasal 174, 
174A, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 187, 188 The Indian Penal 
Code.  
Pasal 217 KUHP mengatur tentang barang siapa menimbulkan 
kegaduhan di dalam ruang sidang atau di tempat dimana seorang 
pejabat sedang melakukan tugas yang sah di muka umum maka 
diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda 
paling banyak seribu delapan ratus rupiah. Pasal 242 KUHP dengan 
sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan 
atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk 
untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.  
Pasal 212 KUHP mengatur tentang barang siapa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang 
sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut 
kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi 
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pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
Pasal 214 KUHP mengatur tentang paksaan dan perlawanan 
berdasarkan pasal 211 dan 212 KUHP jika dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun. Pasal 216 KUHP mengatur tentang dengan sengaja 
tidak menuruti perintah atau permintaan, mencegah, menghalang-
halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan 
undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu 
atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 
Pasal 220 KUHP mengatur tentang memberitahukan atau 
mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal 
mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan. Pasal 224 mengatur tentang 
dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang 
dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang 
yang harus dipenuhinya pidana penjara paling lama sembilan bulan 
dalam perkara pidana dan pidana penjara paling lama enam bulan dalam 
perkara lain. Pasal 522 KUHP mengatur tentang dipanggil sebagai 
saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, 





Selanjutnya menurut The Indian Penal Code pada pasal 174 
membahas tentang Non-attendance in obedience to an order from 
public servant (tidak hadir dalam mematuhi perintah dari pejabat yang 
berwenang). Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa barangsiapa 
karena terikat secara hukum untuk hadir sendiri atau oleh agen di 
tempat dan waktu tertentu dalam ketaatan pada panggilan, 
pemberitahuan, perintah, atau maklumat dari pejabat publik yang 
berwenang, dengan sengaja tidak hadir di tempat atau waktu itu, atau 
berangkat dari tempat di mana dia terikat untuk hadir sebelum waktu 
yang sah baginya untuk berangkat, dipidana penjara sederhana untuk 
jangka waktu paling lama satu bulan, atau denda paling banyak lima 
ratus rupiah, atau keduanya.
66
 
Pasal 174A The Indian Penal Code membahas tentang Non-
appearance in response to a proclamation under section 82 of Act 2 of 
1974 (tidak hadir sebagai tanggapan atas pernyataan berdasarkan pasal 
82 UU 2 Tahun 1974). Dalam penjelasanya dikatakan bahwa 
barangsiapa tidak hadir di tempat dan waktu yang ditentukan seperti 
yang disyaratkan dalam pernyataan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 
82 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 1973, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau dengan denda, atau 
dengan keduanya. Jika pernyataan telah dibuat berdasarkan ayat (4) dari 
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pasal itu yang menyatakan dia sebagai pelanggar, diancam pidana 
penjara paling lama tujuh tahun dan juga denda.
67
 
Pasal 175 The Indian Penal Code mengatur tentang Omission to 
produce document to public servant by person legally bound to produce 
it (kelalaian untuk menunjukkan dokumen kepada pegawai negeri oleh 
orang yang terikat secara hukum untuk membuatnya). Dikatakan bahwa 
siapapapun yang secara sah terikat untuk menghasilkan atau 
menyerahkan (dokumen atau catatan elektronik) kepada pejabat yang 
berwenang, secara sengaja tidak melakukannya, dipidana dengan 
pidana penjara sederhana paling lama satu bulan, atau dengan denda 
paling banyak lima ratus rupee, atau dengan keduanya.
68
 
Pasal 176 The Indian Penal Code mengatur tentang Omission to 
give notice or information to public servant by person legally bound to 
give it (kelalaian untuk memberikan pemberitahuan atau informasi 
kepada pegawai negeri oleh orang yang terikat secara hukum untuk 
memberikannya). Dikatakan bahwa siapapun yang secara hukum terikat 
untuk memberikan pemberitahuan atau informasi tentang subjek apapun 
kepada pejabat yang berwenang, dengan demikian, dengan sengaja 
tidak memberikan pemberitahuan atau informasi tersebut dengan cara 
dan waktu yang diwajibkan oleh hukum, dipidana penjara sederhana 
paling lama satu bulan, atau dengan denda paling banyak lima ratus 
rupee, atau dengan keduanya. Jika pemberitahuan atau informasi yang 
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diperlukan untuk diberikan sehubungan dengan dilakukannya suatu 
pelanggaran, atau diperlukan untuk tujuan mencegah dilakukannya 
suatu pelanggaran, atau untuk menangkap seorang pelanggar, dipidana 
penjara sederhana paling lama enam bulan, atau dengan denda paling 
banyak seribu rupee, atau dengan keduanya.
69
 
Pasal 177 The Indian Penal Code mengatur tentang Furnishing 
false information (memberikan informasi palsu). Dikatakan bahwa 
barangsiapa secara hukum terikat untuk memberikan informasi tentang 
subjek apapun kepada pejabat yang berwenang mana pun, dengan 
demikian memberikan informasi tentang subjek yang dia tahu atau 
punya alasan untuk percaya bahwa itu salah, diancam dengan pidana 
penjara sederhana paling lama enam bulan, atau denda paling banyak 
seribu rupee, atau dengan keduanya. Atau jika informasi yang diberikan 
untuk tujuan mencegah dilakukannya suatu pelanggaran, atau untuk 
menangkap pelaku, dipidana penjara paling lama dua tahun, atau 
dengan denda, atau dengan keduanya.
70
 
Pasal 178 The Indian Penal Code mengatur tentang Refusing oath 
or affirmation when duly required by public servant to make it 
(menolak sumpah atau pengukuhan ketika diminta oleh pejabat yang 
berwenang untuk melakukannya). Dikatakan bahwa siapapun yang 
menolak untuk mengikat dirinya dengan sumpah untuk menyatakan 
kebenaran, ketika diperlukan demikian untuk mengikat dirinya dengan 
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seorang pejabat publik yang berwenang secara hukum, dipidana penjara 




Pasal 179 The Indian Penal Code membahas tentang Refusing to 
answer public servant authorised to question (menolak menjawab 
pertanyaan pejabat yang berwenang). Dikatakan bahwa barangsiapa 
karena terikat secara hukum untuk menyatakan kebenaran tentang hal 
apapun kepada pejabat yang berwenang manapun, menolak untuk 
menjawab pertanyaan apapun yang diminta agar dia menyentuh subjek 
itu oleh pejabat yang menjalankan kekuasaan hukum itu, diancam 
dengan pidana penjara sederhana paling lama enam bulan, atau dengan 
denda paling banyak seribu rupee, atau dengan keduanya.
72
 
Pasal 180 The Indian Penal Code mengatur tentang Refusing to 
sign statement (menolak menandatangani pernyataan). Dikatakan 
bahwa barangsiapa menolak menandatangani pernyataan yang dibuat 
olehnya, ketika diminta untuk menandatangani pernyataan itu oleh 
pejabat yang secara hukum berwenang untuk meminta dia 
menandatangani pernyataan itu, diancam pidana penjara sederhana 
paling lama tiga bulan, atau dengan denda paling banyak lima ratus 
rupee, atau dengan keduanya.
73
 
Pasal 181 The Indian Penal Code mengatur tentang False 
statement on oath or affirmation to public servant or person authorised 
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to administer an oath or affirmation (pernyataan sumpah atau janji 
palsu kepada pejabat atau orang yang diberi wewenang untuk 
melaksanakan sumpah itu). Dikatakan bahwa barangsiapa secara 
hukum terikat oleh sumpah (atau penegasan) untuk menyatakan 
kebenaran tentang hal apapun kepada pejabat atau orang lain yang 
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan sumpah 
tersebut. Orang seperi tersebut di atas, menyentuh pokok itu, setiap 
pernyataan yang salah, dan yang dia tahu atau yakini salah atau tidak 




Pasal 187 The Indian Penall Code mengatur tentang Omission to 
assist public servant when bound by law to give assistance (kelalaian 
untuk membantu pejabat dalam menjalankan fungsi publik). Dikatakan 
bahwa siapapun yang dengan sengaja menghalangi pejabat publik mana 
pun dalam menjalankan fungsi publiknya, akan dihukum dengan pidana 
penjara paling lama tiga tahun, atau dengan denda paling banyak lima 
ratus rupee, atau dengan keduanya.
75
 
Pasal 188 The Indian Penal Code mengatur tentang Disobedience 
to order duly promulgated by public servant (ketidaktaatan terhadap 
perintah yang diumumkan oleh pejabat publik). Dikatakan bahwa 
barangsiapa mengetahui bahwa dengan suatu perintah yang diumumkan 
oleh seorang pejabat yang diberi wewenang secara sah untuk 
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mengumumkan perintah tersebut, dia diarahkan untuk tidak melakukan 
suatu tindakan tertentu, atau untuk mengambil suatu perintah tertentu 
dengan harta tertentu yang dimilikinya atau di bawah pengelolaannya, 
tidak menaatinya. Jika ketidaktaatan tersebut menyebabkan atau 
cenderung membahayakan nyawa, kesehatan, atau keselamatan 
manusia, atau menyebabkan atau cenderung menyebabkan kerusuhan 
atau keributan, diancam pidana penjara paling lama enam bulan, atau 
dengan denda paling banyak seribu rupee, atau dengan keduanya.
76
 
Dari uraian pasal-pasal di atas dari kedua undang-undang di 
kedua negara dapat disimpulkan bahwa dalam aspek misbehaving in 
court dan disobeying court order masing-masing pasal mempunyai 
perbedaan dalam penjatuhan pidananya meskipun mengatur mengenai 
hal yang serupa. 
Untuk lebih memahami berikut penulis memberikan contoh kasus 
terkait aspek misbehaving in court yang terdapat dalam kasus pencurian 
dengan nomor perkara 672/Pid.B/2019/PN Bdg yang terdakwanya 
bernama MUHAMAT ROBI alias PERDIANSYAH alias REPALDI 
bin EPI SUSIYANTO bahwa pada saat persidangan berlangsung 
terdakwa telah memperlihatkan sikap dan perilaku yang tidak baik yaitu 
telah membuat keonaran di dalam persidangan dengan cara 
melemparkan sebuah pigura (bingkai) ke arah korban namun hanya 
mengenai salah kaca di ruang sidang sehingga mengakibatkan salah 
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satu kaca di ruang sidang pengadilan menjadi pecah atau rusak dan 
dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan proses persidangan 
menjadi tertanggu. Dengan demikian sikap dan perilaku Terdakwa 
tersebut Majelis Hakim anggap sebagai sebuah sikap atau perilaku yang 
dapat dikatagorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap 
lembaga peradilan (contempt of court).
77
 
Sedangkan sebagai contoh dari tindakan contempt of court dalam 
aspek disobeying court orders yaitu jika pengadilan Tata Usaha Negara 
(Pengadilan TUN) mengabulkan gugatan penggugat yakni menetapkan 
kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang 
mengeluarkan putusan TUN itu tidak melaksanakannya, maka 
perbuatan tersebut termasuk contempt of court dalam aspek disobeying 
court orders.  
Selanjutkan penulis akan menguraikan perbandingan pasal-pasal 
terkait aspek menyerang integritas dan impartialitas pengadilan 
(scandalizing in court) dan menghalang-halangi penyelenggaraan 
peradilan (obstucting justice). Oemar Seno Adji menyebutkan bahwa, 
―scandalizing in court‖ sebagai setiap orang yang menghina hakim 
dalam menjalankan tugas peradilan, ataupun menyerang integritas, 
ketidakbebasan ataupun impartialitasnya dari suatu proses yudisial.
78
 
Scandalizing in court dapat juga dilakukan oleh media masa 
(scandalizing by media) bahwa pemberitaan tersebut menyerang 
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integritas pengadilan atau hakim ketika menangani suatu perkara.
79
 
Kemudian terhadap perbuatan menghalang-halangi penyelenggaraan 
peradilan (obstructing justice) menurut Oemar Seno Adji dan 
Indriyanto Seno Adji merupakan suatu perbuatan yang ditujukan 
terhadap atau apapun yang mempunyai efek memutarbalikkan, 
mengacaukan suatu proses yudisial.
80
 Hal tersebut terdapat dalam Pasal 
209, 210, 221, 222, 223, 233 KUHP dan Pasal 172, 173, 183, 184, 185, 
186 The Indian Penal Code.  
Pasal 209 KUHP megatur tentang memberi atau menjanjikan 
sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk menggerakkan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya, diancam pidana penjara paling 
lama dua tahun delapa bulan atau denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah. Pasal 210 KUHP mengatur tentang memberi atau 
menjanjikan sesuatu kepada seseorang hakim, penasehat hukum atau 
adviseur, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Pasal 221 KUHP mengatur tentang menyembunyikan orang yang 
melakukan orang yang melakukan tindak pidana, diancam pidana 
penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat 
ribu lima ratus rupiah. Pasal 222 KUHP mengatur tentang mencegah, 
menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk 
kepentingan pengadilan, dipidana penjara paling lama sembilan bulan 
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atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 223 
KUHP mengatur tentang melepaskan atau memberi pertolongan ketika 
meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa 
umum, atas keputusan atau ketetapan hakim, diancam pidana penjara 
paling lama dua tahun delapan bulan. Pasal 233 KUHP mengatur 
tentang dengan sengaja menghancurkan, merusak membuat tak dapat 
dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk 
membuktikan sesuatu di depan penguasa yang berwenang, akta, surat, 
daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum untuk sementara waktu 
disimpan atau disarahkan kepada seorang pejabat, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun. 
Selanjutnya pasal 172 The Indian Penal Code mengatur tentang 
Absconding to avoid service of summons of other proceeding 
(melarikan diri untuk menghindari panggilan atau proses lainnya). 
Dikatakan bahwa barangsiapa melarikan diri untuk menghindari 
mendapat panggilan, pemberitahuan, atau perintah dari pejabat yang 
berwenang secara hukum, dipidana dengan pidana penjara sederhana 
paling lama satu bulan, atau dengan denda paling banyak lima ratus 
rupee, atau dengan keduanya. Jika pemanggilan atau pemberitahuan 
atau perintah untuk hadir secara langsung atau melalui agen, atau untuk 





sederhana paling lama enam bulan, atau dengan denda paling banyak 
seribu rupee, atau dengan keduanya.
81
 
Pasal 173 The Indian penal Code mengatur tentang Preventing 
service of summons or other proceeding, or preventing publication 
thereof (mencegah pelayanan pemanggilan atau proses lainnya, atau 
mencegah publikasinya). Dikatakan bahwa barangsiapa dengan cara 
apapun dengan sengaja mencegah dilakukannya pada dirinya sendiri 
atau pada orang lain, setiap pemanggilan, pemberitahuan atau perintah 
dari pejabat yang berwenang secara hukum, untuk mengeluarkan 
panggilan atau pemberitahuan atau perintah tersebut, atau dengan 
sengaja mencegah pembubuhan yang sah dari setiap panggilan, 
pemberitahuan atau perintah tersebut, atau dengan sengaja mencegah 
dibuatnya suatu pengumuman yang sah, di bawah kekuasaan pejabat 
yang berwenang secara hukum, diancam pidana penjara sederhana 
paling lama satu bulan, atau dengan denda paling banyak lima ratus 
rupee, atau dengan keduanya.
82
 
Pasal 183 The Indian Penal Code mengatur tentang Resistance to 
the taking of property by the lawful authority of a public servant 
(penolakan terhadap pengambilalihan properti oleh otoritas yang sah 
dari pejabat yang berwenang). Dikatakan bahwa siapapun yang 
menawarkan penolakan untuk mengambil properti apapun oleh otoritas 
yang sah dari pejabat publik, mengetahui atau memiliki alasan untuk 
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percaya bahwa dia adalah pejabat publik. Diancam pidana penjara 




Pasal 184 The Indian Penal Code mengatur tentang Obstructing 
sale of property offered for sale by authority of public servant 
(menghalangi penjualan properti yang ditawarkan untuk dijual oleh 
pejabat publik). Dikatakan bahwa siapapun yang sengaja menghalangi 
penjualan properti yang ditawarkan oleh otoritas hukum dari setiap 
pejabat publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu bulan, 




Pasal 185 The Indian Penal Code mengatur tentang Illegal 
purchase or bid for property offered for sale by authority of public 
servant (pembelian atau penawaran secara ilegal untuk properti yang 
ditawarkan untuk dijual oleh pemerintah). Dikatakan bahwa siapapun 
pada setiap penjualan properti yang diadakan oleh otoritas yang sah dari 
pemerintah, dengan demikian membeli atau menawar properti apapun 
untuk siapapun, baik dirinya sendiri atau orang lain, yang dia tahu tidak 
mampu secara hukum untuk membeli properti pada penjualan itu, atau 
menawar properti itu tanpa bermaksud untuk melaksanakan kewajiban-
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kewajibannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan, 
atau denda paling banyak dua ratus rupee, atau dengan keduanya.
85
 
Pasal 186 The Indian Penal Code mengatur tentang Obstructing 
public servant in discharge of public functions (menghalangi pejabat 
publik dalam menjalankan fungsi publik). Dikatakan bahwa siapapun 
yang dengan sengaja menghalangi pejabat publik manapun dalam 
menjalankan fungsi publiknya, dipidana penajara paling lama tiga 




Dari uraian pasal-pasal di atas dari kedua undang-undang di 
kedua negara dapat disimpulkan bahwa dalam aspek scandalizing in 
court dan obstructing justice masing-masing pasal mempunyai 
perbedaan dalam penjatuhan pidananya meskipun mengatur mengenai 
hal yang serupa. 
Untuk lebih memahami maka penulis memberikan contoh terkait 
perbuatan yang termasuk dalam aspek scandalizing in court dalam 
perkara banding perbuatan melawan hokum dalam nomor perkara 
134/Pdt/2017/ PT DPS diamana dalam amar putusan dikatakan bahwa 
Para Pembanding/ dahulu Para Penggugat telah Menyerang integritas 
dan impartialitas pengadilan (scandalizing the court) dalam memori 
bandingnya angka 1 menyatakan “………..sangat Kentara 
keberpihakan pengadilan Negeri Amlapura kepada pihak 
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Tergugat/Terbanding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan 
yang paling mengherankan Pengadilan Negeri Amlapura telah berani 
dan dengan sengaja tidak mempergunakan dan menghilangkan 
keteranganketarangan saksi yang diajukan oleh Para 
Penggugat/pembanding, yang menguntungkan Penggugat Pembanding, 
sehingga dengan demikian sangat memudahkan niatnya untuk 




Selanjutkan penulis akan menguraikan perbandingan pasal-pasal 
terkait aspek sub judice rule. Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno 
Adji menyebutkan bahwa sub judice rule sebagai suatu usaha untuk 
memengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan, yang hal ini dapat 
berupa perbuatan, atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan 
secara lisan, apalagi memengaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan 
hakim.
88
 Hal tersebut terdapat dalam Pasal 420 dan Pasal 422 KUHP 
serta Pasal 189 dan Pasal 190 The Indian Penal Code. 
Pasal 420 KUHP mengatur tentang seorang hakim yang 
menerima hadiah atau janji, diancam pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. Pasal 422 mengatur tentang seseorang pejabat yang 
dalam sesuatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk 
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memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam 
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. 
Selanjutnya Pasal 189 The Indian Penal Code mengatakan 
tentang Threat of injury to public servant (ancaman mencederai 
pejabat). Dikatakan bahwa siapapun yang memberikan ancaman 
mencederai pejabat publik manapun, siapapun yang ia yakini 
berkepentingan dengan pejabat publik itu, dengan tujuan membujuk 
pejabat itu untuk melakukan tindakan apapun, atau untuk menahan atau 
menunda melakukan apapun perbuatan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan fungsi-fungsi umum pejabat publik itu, diancam pidana 




Pasal 190 The Indian Penal Code mengatur tentang Threat of 
injury to induce person to refrain from applying for protection to public 
servant (ancaman cedera untuk membujuk seseorang agar tidak 
mengajukan permohonan perlindungan kepada pejabat publik). 
Dikatakan bahwa siapapun yang memberikan ancaman cedera apapun 
kepada siapapun dengan tujuan membujuk orang itu untuk menahan diri 
atau berhenti membuat permohonan hukum untuk perlindungan 
terhadap cedera apapun kepada pejabat publik manapun yang secara sah 
diberi wewenang secara hukum untuk memberikan perlindungan 
tersebut, atau menyebabkan perlindungan yang akan diberikan, diancam 
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Dari uraian pasal-pasal di atas dari kedua undang-undang di 
kedua negara dapat disimpulkan bahwa dalam aspek sub judice rule 
masing-masing pasal mempunyai perbedaan dalam penjatuhan 
pidananya meskipun mengatur mengenai hal yang serupa. 
Adapun contoh dari tindakan contempt of court dalam aspek sub 
judice rule yaitu usaha yang dipergunakan oleh pihak-pihak untuk 
mempengaruhi hasil suatu pemeriksaan pengadilan. Bentuk ini dapat 
dilakukan oleh pers melalui ―unfair comment‖ atau dilakukan melalui 
pemberitaan yang tidak akurat sifatnya sehingga akan mengarah pada 
terjadinya trial by the press.
91
 
Berikutnya akan penulis bahas mengenai perbandingan 
pengaturan contempt of court dalam contempt of court act. 1971 dengan 
hukum positif di Indonesia baik di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) ataupun di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan yang tertulis pada pasal 
22 dalam undnag-undang Contempt of court act. 1971 menyebutkan 
bahwa undang-undang ini merupakan ketentuan tambahan dan tidak 
mengurangi ketentuan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan 
penghinaan tambahan. 
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Perbandingan yang pertama yaitu terkait definisi dari tindak 
pidana contempt of court. Di dalam KUHP Indonesia tidak disebutkan 
definisi tindak pidana contempt of court melainkan terdapat pasal yang 
dikategorikan sebagai gambaran dari tindak pidana contempt of court 
yaitu dalam pasal 217: 
“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang 
pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan 
tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi setelah diperintahkan 
oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana 
penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak 
seribu delapan ratus rupiah.” 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) Indonesia hanya dijelaskan secara umum mengenai 
pelanggaran yang dilakukan pada saat proses persidangan yang terdapat 
dalam pasal 217 dan pasal 218 sebagai berikut: 
Pasal 217 KUHAP berbunyi: 
(1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata 
tertib di persidangan. 
(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk 
memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan 
segera dan cermat. 
Pasal 218 KUHAP berbunyi: 
(1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat 
kepada pengadilan. 
(2) Siapa pun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan 
martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah 
mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya 
yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. 
(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi 
kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. 
Sedangkan definisi tindak pidana contempt of court di India 





2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,— 
(a) ―contempt of court‖ means civil contempt or criminal contempt; 
(b) ―civil contempt‖ means wilful disobedience to any judgment, 
decree, direction, order, writ or other process of a court or wilful 
breach of an undertaking given to a court; 
(c) ―criminal contempt‖ means the publication (whether by words, 
spoken or written, or by signs, or by visible representations, or 
otherwise) of any matter or the doing of any other act whatsoever 
which— 
(i) scandalises or tends to scandalise, or lowers or tends to 
lower the  authority of,  any  court; or 
(ii) prejudices, or interferes or tends to interfere with, the due 
course of any judicial proceeding; or 
(iii) interferes or tends to interfere with, or obstructs or tends to 
obstruct, the administration of justice in any other manner; 
(d) ―High Court‖ means the High Court for a State or a Union 
territory, and includes the court of the Judicial Commissioner 
in any Union territory. 
 
Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan hukum positif 
Indonesia maka definisi mengenai tindak pidana contempt of court tidak 
ditemukan secara jelas, hanya digambarkan secara umum bahwa 
perbuatan contempt of court berupa kegaduhan atau perbuatan yang 
melanggar tata tertib dalam pengadilan saja. Sedangkan dalam contempt 
of court act.1971 definisi perbuatan contempt of court dijelaskan secara 
jelas bahwa penghinaan terhadap pengadilan dapat berupa penghinaan 
perdata ataupun penghinaan pidana. Hal itu pun dijelaskan perbuatan 
apa saja yang termasuk penghinaan perdata dan perbuatan yang 
termasuk penghinaan pidana yang dilakukan baik secara perbuatan, 





Pada KUHAP pengaturan contempt of court secara implisit 
hanya  diatur dalam dua pasal saja yaitu pasal 217 dan 218 KUHAP, 
yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 217 KUHAP berbunyi: 
(3) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara 
tata tertib di persidangan. 
(4) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang 
untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib 
dilaksanakan dengan segera dan cermat. 
Pasal 218 KUHAP berbunyi: 
(4) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap 
hormat kepada pengadilan. 
(5) Siapa pun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai 
dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib 
setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas 
perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang 
sidang. 
Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi 
kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya 
 
Dari kedua pasal di atas dapat dilihat bahwa pengaturan 
mengenai contempt of court hanya diatur secara umum saja. Tidak 
menjelaskan secara rinci tindakan apa saja yang termasuk tindak 
pidana contempt of court. Kedua pasal di atas pun hanya mengatur 
perbuatan yang terjadi di dalam ruang sidang berkaitan dengan tata 
tertib dalam ruang sidang. Padahal pengertian contempt of court 
sendiri merupakan perbuatan yang dapat berupa lisan, tertulis dan/atau 
perbuatan fisik yang kerap dilakukan terhadap pribadi dan/atau 
lembaga pengadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
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Berbeda dengan contempt of court act. 1971 meskipun 
dijelaskan dalam pasal 22 kedudukannya sebagai pengaturan 
tambahan, namun undang-undang ini mengatur secara lengkap 
mengenai contempt of court mulai dari definisi, sanksi pidana, hingga 
prosedur dalam pemidanaan.  
Untuk mempermudah pemahaman pembaca, dan mempermudah 
dalam menganalisa berikut disajikan tabel mengenai pasal-pasal 
contempt of court act. 1971 pada tabel 2 sebagai berikut: 
Tabel 2. Ringkasan contempt of court act. 1971 beserta 
terjemahan bebasnya 
Pasal Tentang 
1 Short title and extent (judul pendek dan jangkauan) 
2 Definition (Definisi) 
3 
Innocent publication and distribution of matter not 
contempt (publikasi yang tidak bersalah dan 
penyebarran materi bukan penghinaan) 
4 
Fair and accurate report of judicial proceeding not 
contempt (Laporan proses peradilan yang adil dan 
akurat, bukan penghinaan) 
5 
Fair criticism of judicial act not contempt (Kritik 
yang wajar terhadap tindakan pengadilan bukan 
penghinaan) 
6 
complaint against presiding officers of subordinate 
courts when not contempt (Pengaduan terhadap 
pejabat ketua pengadilan bawahan ketika bukan 
menghina) 





in chambers or in camera not contempt except in 
certain cases (Penerbitan informasi yang berkaitan 
dengan proses pengadilan di ruang atau dalam 
kamera tidak menghina kecuali dalam kasus-kasus 
tertentu) 
8 
Other defences not affected (Pembelaan lain tidak 
terpengaruh) 
9 
Act not to imply enlargement of scope of contempt 
(Bertindak bukan untuk menyiratkan perluasan 
ruang lingkup penghinaan) 
10 
Power of high court to punish contempts of 
subordinate courts (Kekuasaan Pengadilan Tinggi 
untuk menghukum penghinaan terhadap pengadilan 
bawahan) 
11 
Power of high court to try offences committed or 
offenders found outside jurisdiction (Kekuasaan 
Pengadilan Tinggi untuk mengadili pelanggaran 
yang dilakukan atau pelanggar yang ditemukan di 
luar yurisdiksi) 
12 
Punishment for contempt of court (Hukuman untuk 
penghinaan pengadilan) 
13 
Contempts not punishable in certain cases 
(Penghinaan tidak dapat dihukum dalam kasus 
tertentu) 
14 
Procedure where contempt is in the face of the 
supreme court or a high court (Prosedur 
penghinaan di hadapan mahkamah agung atau 
pengadilan tinggi) 
15 
Cognizance of criminal contempt in other cases 
(Pengetahuan tentang penghinaan kriminal dalam 
kasus lain) 
16 
Contempt by judge, magistrate or other person 
acting judicially (Penghinaan oleh hakim, pejabat 







Procedure after cognizance (Prosedur setelah 
diketahui) 
18 
Hearing of cases of criminal contempt to be by 
benches (Sidang kasus penghinaan pidana 
dilakukan oleh pengadilan) 
19 Appeals (Banding) 
20 
Limitation for actions for contempt (Pembatasan 
tindakan untuk penghinaan) 
21 
Act not to apply to Nyaya Panchayat or other 
village court (Undang-undang tidak berlaku untuk 
Nyaya Panchayats atau pengadilan desa lainnya) 
22 
Act to be in addition to, and not in derogation of, 
other laws relating to contempt (Bertindak sebagai 
tambahan, dan tidak mengurangi undang-undang 
lain yang berkaitan dengan penghinaan) 
23 
Power of supreme court and high courts to make 
rules (Kekuasaan Mahkamah Agung dan 
Pengadilan Tinggi untuk membuat aturan) 
24 
Repeal – The contempt of courts act, 1952 (32 of 
1952), is hereby repealed (Pencabutan – The 
contempt of courts act 1952 (32 of 1952) dengan ini 
dicabut) 
 
Dari ringkasan undang-undang di atas tentu jika dibandingkan 
dengan KUHAP Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana 
contempt of court sangatlah berbeda dimana dalam KUHAP hanya 
terdapat dua pasal yang mengatur mengenai tindak pidana conempt of 
court. Utuk lebih mendalami tentang contempt of court act 1971 





Pasal 1 contempt of court act. 1971 mengatur tentang judul 
pendek dan jangkauan dari pengaturan undang-undang ini, dimana 
undang-undang ini dapat disebut dengan contempt of court act. 1971 
dan pengaturan undang-undang ini meluas ke seluruh India kecuali 




Pasal 2 contempt of court act. 1971 mengatur tentang definisi 
dari contempt of court dimana perbuatan contempt of court dibagi 
menjadi dua jenis yaitu civil contempt dan criminal contempt. 
Disebutkan bahwa civil contempt merupakan perbuatan yang berupa 
ketidaktaatan yang disengaja terhadap penilaian, keputusan, arahan, 
perintah atau proses pengadilan lainnya atau pelanggaran yang 
dilakukan dengan sengaja atas suatu usaha yang diberikan kepada 
pengadilan. Kemudian disebutkan yang dimaksud dengan criminal 
contempt merupakan publikasi baik dengan kata-kata, lisan atau 
tertulis, atau dengan tanda-tanda, atau dengan representasi yang 
terlihat, atau yang lainnya seperti merendahkan pengadilan, campur 
tangan atau mengganggu jalannya persidangan.
94
 
Pasal 3 contempt of court act. 1971 mengatur tentang publikasi 
yang tidak bersalah dan penyebarran materi bukan penghinaan, 
dimana dijelaskan bahwa seseorang tidak dikatakan bersalah apabila 
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publikasi yang dibuat baik berupa kata-kata, lisan atau tertulis, atau 
dengan tanda-tanda atau dengan cara lain jika berkaitan dengan 
masalah apapun yang cenderung menghalangi keadilan dalam proses 
perdata ataupun pidana yang tertunda pada waktu penerbitan.
95
 
Pasal 4 contempt of court act 1971 mengatur tentang laporan 
proses peradilan yang adil dan akurat, bukan penghinaan. Dimana 
seseorang tidak dikatakan bersalah atas penghinaan pengadilan karena 




Pasal 5 contempt of court act 1971 mengatur tentang Kritik yang 
wajar terhadap tindakan pengadilan bukan penghinaan. Dimana 
disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atas 
penghinaan terhadap pengadilan dalam penerbitan komentar yang adil 




Pasal 6 contempt of court act 1971 mengatur tentang pengaduan 
terhadap pejabat ketua pengadilan bawahan ketika bukan menghinea. 
Disebutkan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah karena 
penghinaan terhadap pengadilan sehubungan dengan pernyataan yang 
dibuat olehnya dengan itikad baik tentang petugas ketua dari setiap 
pengadilan bawahan untuk pengadilan bawahan lainnya atau 
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pengadilan tinggi (pengadilan bawahan merupakan setiap pengadilan 
yang berada di bawah pengadilan tinggi).
98
 
Pasal 7 contempt of court act. 1971 mengatur tentang penerbitan 
informasi yang berkaitan dengan proses pengadilan di ruang atau 
dalam kamera tidak menghina kecuali dalam kasus-kasus tertentu 
diantaranya, jika publikasi tersebut bertentangan dengan ketentuan 
yang berlaku untuk saat ini, jika pengadilan atas dasar kebijakan 
publik atau dalam pelaksanaan kekuasaan yang ada di dalamnya 
secara tegas melarang publikasi semua informasi yang berkaitan 
dengan proses atau informasi dari deskripsi yang dipublikasikan. Atau 
untuk alasan yang berkaitan dengan ketertiban umum atau keamanan 
negara, atau jika informasi tersebut berkaitan dengan proses rahasia.
99
 
Pasal 8 contempt of court act. 1971 mengatur tentang pembelaan 
lain tidak terpengaruh, dikatakan bahwa tidak terkandung dalam 
undang-undang ini yang menafsirkan secara tersirat bahwa pembelaan 
lainnya yang akan menjadi pembelaan yang sah dalam proses 




Pasal 9 contempt of court act. 1971 mengatur tentang bertindak 
bukan untuk menyiratkan perluasan ruang lingkup penghinaan, 
dikatakan bahwa tidak ada yang terkandung dalam undang-undang ini 
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yang boleh ditafsirkan sebagai menyiratkan bahwa setiap 
ketidaktaatan, pelanggaran, publikasi atau tindakan lain dapat 
dihukum sebagai penghinaan terhadap pengadilan yang tidak dapat 
dipidana selain dari undang-undang ini.
101
 
Pasal 10 contempt of court act. 1971 mengatur tentang 
kekuasaan Pengadilan Tinggi untuk menghukum penghinaan terhadap 
pengadilan bawahan, dikatakan bahwa setiap pengadilan tinggi harus 
memiliki dan menjalankan yurisdiksi, kekuasaan dan wewenang yang 
sama, sesuai dengan prosedur dan praktik yang sama sehubungan 
dengan penghinaan terhadap pengadilan yang berada di bawahnya. 
Asalkan tidak ada Pengadilan Tinggi yang mengetahui adanya 
penghinaan untuk menghormati pengadilan yang berada di bawahnya 
dimana penghinaan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat 
dihukum di bawah Pidana India atau The Indian Penal Code.
102
 
Pasal 11 contempt of court act 1971 mengatur tentang 
kekuasaan Pengadilan Tinggi untuk mengadili pelanggaran yang 
dilakukan atau pelanggar yang ditemukan di luar yurisdiksi. 
Dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi memiliki yurisdiksi untuk 
menyelidiki atau mengadili penghinaan terhadap Pengadilan Tinggi 
itu sendiri atau pengadilan yang berada di bawahnya, apakah 
penghinaan itu diduga telah dilakukan di dalam atau di luar batas 
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yurisdiksinya, dan apakah orang yang dituduh melakukan penghinaan 
berada di dalam atau di luar batas tersebut.
103
 
Pasal 12 contempt of court act. 1971 mengatur tentang hukuman 
untuk penghinaan pengadilan. Dikatakan bahwa kecuali yang 
ditentukan dalam undang-undang ini atau dalam undang-undang 
lainnya, penghinaan terhadap pengadilan dapat dihukum dengan 
penjara sederhana untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang 




Pasal 13 contempt of court act. 1971 mengatur tentang 
penghinaan tidak dapat dihukum dalam kasus tertentu, dikatakan 
bahwa pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman atas tindakan 
menghina pengadilan kecuali mereka yakin bahwa penghinaan 




Pasal 14 contempt of court act. 1971 mengatur tentang prosedur 
penghinaan di hadapan mahkamah agung atau pengadilan tinggi. 
Dijelaskan bahwa apabila dinyatakan atau tampak di hadapan 
Mahkamah Agung atau Pengadilan tinggi menurut pandangannya, 
bahwa seseorang telah bersalah atas penghinaan yang dilakukan 
dihadapan, atau disidangkan, pengadilan dapat membuat orang 
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tersebut ditahan dalam tahanan, saat sebelum sidang pengadilan harus 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang penghinaan yang 
dituduhkan kepadanya, memberi kesempatan untuk melakukan 
pembelaan atas tuduhan itu, setelah mengumpulkan bukti yang 
mungkin diperlukan dan setelah mendengarkannya selanjutnya baik 
segera atau setelah penundaan unuk menentukan dakwaan dan 
membuat perintah untuk menghukum atau membebaskan.
106
 
Pasal 15 contempt of court act. 1971 mengatur tentang 
pengetahuan tentang penghinaan kriminal dalam kasus lain. Dikatakan 
bahwa Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi dapat mengambil 
tindakan atas kemauan sendiri atau atas dasar yang dibuat oleh 
advokat atau orang lain dengan persetujuan advokat. Sehubungan 
dengan Pengadilan Tinggi untuk wilayah Persatuan Delhi pejabat 
hukum seperti pemerintah pusat dapat dengan pemberitahuan dalam 
Lembaran Negara, menentukan atas nama ini, atau orang lain dengan 
persetujuan tertulis dari pejabat hukum tersebut. Kemudian dalam 
kasus penghinaan pidana apapun terhadap pengadilan bawahan, 
pengadilan tinggi dapat mengambil tindakan atas rujukan yang dibuat 
oleh pengadilan bawahan atau atas mosi yang dibuat oleh advokat 
jenderal, dalam kaitannya dengan wilayah persatuan oleh pejabat 
hukum seperti pemerintah pusat dengan pemberitahuan dalam 
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lembaran negara. Setiap mosi atau rujukan yang dibuat harus 
menyebutkan penghinaan yang dilakukan.
107
 
Pasal 16 contempt of court act. 1971 mengatur tentang 
penghinaan oleh hakim, pejabat pengadilan atau orang lain yang 
bertindak secara hukum. Bahwa hakim atau orang yang bertindak 
secara hukum juga dapat dikenai sanksi atas penghinaan terhadap 
pengadilan sesuai dengan undang-undang ini.
108
 
Pasal 17 contempt of court act. 1971 mengatur tentang prosedur 
setelah diketahui, bahwa pemberitahuan dari proses persidangan 
berdasarkan pasal 15 harus disampaikan secara pribadi kepada orang 
yang didakwa, kecuali karena alasan untuk dicatatat pengadilan 
memerintahkan sebaliknya. Pemberitahuan harus dilampirkan, dalam 
proses pengadilan dimulai dengan suatu mosi salinan mosi tersebut 
juga salinan dari pernyataan tertulis jika ada yang menjadi dasar mosi 
tersebut, dan dalam hal proses persidangan berdasarkan rujukan oleh 
pengadilan bawahan maka disertai dengan salinan rujukan. Dalam 
pasal ini juga menyatakan apabila seseorang yang didakwa sesuai 
pasal 15 kemungkinan besar akan melarikan diri atau menghindari 
surat peringatan itu, maka pengadilan dapat memerintahkan agar 
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Pasal 18 contempt of court act. 1971 mengatur tentang sidang 
kasus penghinaan pidana dilakukan oleh pengadilan, dalam pasal ini 
dikatakan bahwa setiap kasus penghinaan pidana sesuai pasal 15 akan 
didengar dan ditentukan oleh pengadilan tidak kurang dari dua hakim, 
namun ini tidak berlaku untuk Pengadilan Komisaris.
110
 
Pasal 19 contempt of court act. 1971 mengatur tentang banding, 
dikatakan bahwa banding terletak pada hak dari setiap perintah atau 
keputusan pengadilan tinggi dalam menjalankan yurisdiksinya untuk 
menghukum atas penghinaan. Sembari menunggu proses banding 
pengadilan banding dapat memerintahkan agar eksekusi hukuman atau 
perintah yang diajukan banding ditangguhkan, jika pemohon banding 
dalam kurungan maka ia dibebaskan dengan jaminan, permohonan 
banding tetap didengar meskipun pemohon banding belum 
membersihkan penghinaannya. Dalam kasus naik banding ke 
Pengadilan Tinggi dalam waktu tiga puluh hari, dalam kasus naik 




Pasal 20 contempt of court act. 1971 mengatur tentang 
pembatasan tindakan untuk penghinaan, dalam pasal ini dikatakan 
                                                          
109
 Pasal 17 contempt of court act. 1971 
110
 Pasal 18 contempt of court act. 1971 
111





bahwa tidak ada pengadilan yang akan mengadili penghinaan baik 
atas mosinya sendiri atau dengan cara lain setelah berakhirnya jangka 




Pasal 21 contempt of court act. 1971 mengatur tentang undang-
undang tidak berlaku untuk Nyaya Panchayats atau pengadilan desa 
lainnya, dalam pasal ini dikaakan bahwa tidak ada yang terkandung 
dalam undang-undang ini sehubungan dengan penghinaan terhadap 




Pasal 22 contempt of court act. 1971 mengatur tentang bertindak 
sebagai tambahan, dan tidak mengurangi undang-undang lain yang 
berkaitan dengan penghinaan, dalam pasal ini dikatakan bahwa 
ketentuan dalam undang-undang ini merupakan tambahan dan tidak 




Pasal 23 contempt of court act. 1971 mengatur tentang 
kekuasaan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi untuk membuat 
aturan, dalam pasal ini dikatakan bahwa Mahkamah Agung atau 
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Pengadilan Tinggi manapun dapat membuat aturan asalkan tidak 
bertentangan dengan undang-undang ini terkait prosedurnya.
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Pasal 24 contempt of court act. 1971 mengatur tentang 




Dari penjabaran pasal-pasal dalam contempt of court act. 1971 
dapat dilihat bahwa undang-undang tersebut secara jelas mengatur 
dengan jelas mengenai tindak pidana contempt of court. Sehingga 
apabila terjadi sebuah kasus contempt of court proses pemidanaanya 
sudah jelas. Hal tersebut tentunya dapat menjadi referensi bagi aturan 
hukum di Indonesia khususnya mengenai pengaturan contempt of 
court. RUU KUHP Indonesia tampaknya mulai mencantumkan 
pengaturan tentang contempt of court dalam satu bab tersendiri. Hal 
ini tentu akan memudahkan penjatuhan hukuman dalam kasus tindak 
pidana contempt of court di Indonesia. 
Akhir dari penelitian ini penulis membuat tabel kesimpulan 
perbandingan pengaturan contempt of court di Indonesia dan di India 
dalam tabel 3, sebagai berikut: 
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Tabel 3. kesimpulan perbandingan pengaturan contempt of 
court di Indonesia dan di India 





dan di India 
 Terdapat pengaturan 
contempt of court dalam 
aspek misbehaving in 
court dan disobeying 
court orders dalam Pasal 
217, 242, 212, 214, 216, 
220, 224, 522 KUHP 
Indonesia. Di India dalam 
Pasal 174, 174A, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 
181, 187, 188 The Indian 
Penal Code 
 Terdapat pengaturan 
contempt of court dalam 
aspek scandalizing in 
court dan obstructing 
justice dalam Pasal 209, 
210, 221, 222, 223, 233 
KUHP Indonesia. Di 
India dalam Pasal 172, 
173, 183, 184, 185, 188 
The Indian Penal Code 
 Terdapat pengaturan 
contempt of court dalam 
aspek sub judice rule 
dalam Pasal 420 dan 
Pasal 422 KUHP 
Indonesia. Di India dalam 
Pasal 189 dan Pasal 190 
The Indian Penal Code 




 Di India terdapat 
aturan tambahan 
yang mengatur 
contempt of court 
secara khusus 
dalam contempt of 












1. Pengaturan mengenai contempt of court dalam hukum positif 
Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) meskipun tidak secara eksplisit dan tersebar dibeberapa 
pasal, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan 
ada dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU 
KUHP) tahun 2019 yang mengatur contempt of court dalam satu 
bab tersendiri yaitu dalam pasal 281 sampai dengan pasal 303. 
2. Pengaturan contempt of court dalam hukum positif India diatur 
dalam The Indian Penal Code dalam 20 pasal di bab X dan 
terdapat pengaturan tambahan dalam contempt of court act. 1971 
yang terdiri dari 24 pasal. 
3. Hasil dari perbandingan mengenai pengaturan contempt of court di 
Indonesia dan di India menghasilkan bahwa pengaturan dikedua 
negara tersebut sama-sama mengatur mengenai contempt of court 
terkait aspek misbehaving in court, disobeying court orders, 
scandalizing in court, obstructing justice, sub judice rule. 
Sedangkan perbedannya terletak pada pidana penjara dan denda 
yang diberikan, serta di India terdapat aturan tambahan mengenai 







1. Kepada para pencari keadilan termasuk para pihak yang 
bersengketa di pengadilan agar menjaga dan menaati tata tertib di 
persidangan sehingga contempt of court tidak terjadi. 
2. Kepada para pembuat undang-undang, agar segera membentuk 
undang-undang contempt of court demi menjamin terciptanya 
suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. 
3. Kepada para Akademisi khususnya dibidang hukum untuk lebih 
mensosialisasikan atau mengedukasi mengenai pengaturan tindak 
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